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ABSTRACT

cally export and import trading are based on agreement between the seller and the buyer. However,

e seller usually cannot send the goods directly to the buyer and the buyer usually does not pay the
3]

Jerditectly: this transaction also involves other parties such as banks, insurance companics, and shipping
sl ’

s, Therefore, there are many parties involving in this transaction. This articles discusses rights
nd liabilities of those parties ini case there is a breach of contract or default. It also examines whether

docomentary credits s instrument in export and import trading are sufficient to protect all parties involving

nthe rransaction.

| PENDAHULUAN

Dewasa ini hampir tidak ada lagi suatu negara di dunia yang benar-benar dapat
memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Baik negara maju, industri
baru (new industrial countries) maupun negara sedang berkembang, langsung atau tidak
jangsung (melalui negara perantara) melakukan hubungan perdagangan satu sama lainnya.

Indonesia schagai salah satu negara yang sedang berkembang, memerlukan barang
kebutuhan sehari-hari dan barang modal untuk pembangunan, yang didatangkan (diimpor)
dari beberapa negara. Demikian sebaliknya, Indonesia juga banyak mengekspor komoditi

ke negara-negara lain.

Hubungan perdagangan antarnegara atau perdagangan luar negeri, yang lebih dikenal
dengan istilah perdangan ekspor impor ini, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana
dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang yang disebut visible good antara pengusaha
yang bertempat di suatu negara dengan pengusaha di negara lain dan masing-masing

mempunyai perbedaan menurut kondisinya.

Perbedaan antara negara yang satu dengan negara lainnya dapat ditinjau dari sudut
sumber alam dan iklim, letak (gcogi‘afis), penduduk dan keahliannya, bahasa dan
kebudayaan, keadaan struktur ekonomi dan sosial, dan sebagainya. Perbedaan tersebut
tidak jarang menimbulkan berbagai masalah yang kompleks di antara pengusaha tersebut
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alankan kegiatan pertukaran barang dan jasa dengan menyehery,
dalam menjalanki

in/
atau mehintasi daratan,

Dalam kegiatan perdagangan ekspor i.mpur ini banyak %’i}?ﬁk (aktor) dqy; thag,:
instanst atau lembaga yang terlibat, ybang Hkut serta. menangani lerlaksa“a")fa lransakq!
‘rd.{s;mgnn ckspor impor tersebut. Dani sudut eksportir, ak.lor tersebut melipyg;. (1) pe bu‘l
P'° . ckspor, (2) exsport merchant house, (3) confirming house, 4 buyi 4
?;:;?:q house, (6) consignment agerfr, (7) bank, (8) f reight forwarder, (9) maskapai
pelayaran, (10) asuransi, (11) bea cukai, (12) ke'dutaanf.konsul'a.t, da“. (13) Surveyn, (bada,
pemeriksa).! Adapun para aktor dari sudut importir terdiri datn; (1) sote agen; 2
manufacturer representative, (3) import merchant house, (4) trading hoyse

. ) ' (5) bank’ (6)
freight forwarder, (T) asuransi, (8) bea cukai, (9) maskapai pelayaran, (10) Sirveyor2
Banyaknya aktor yang terlibat di dalam perdagangan ekspor impor terseby,

mata rantai peraturan dan perijinan serta prosedur, sehingga menimbulky
eksportir (sefller) dan importir (buyer) karena bertambahnya biaya yang haryg Mereyy
keluarkan, Bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan, baik oleh eksportir maupun iMporti,
int, akan membawa dampak terhadap harga barang, yang akhirnya juga dapat mempeﬂgaruhi
kuantitas dan kualitas barang (produk) yang diperdagangkan.

L, meﬂambah
N beban bagi

Para aktor yang ikut terlibat dalam menangani transaksi perdangangan ekspor impoy
tersebut mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya masing—masing
secara baik, Eksportir (seller) sebagai salah saltu aktor utama dj dalam perdagangan ekspor
impor, mempunyai kewajiban dalam pengadaan barang (produk) sesuai dengan yang telah
diperjanjikan sebelumnya dan menyampaikannya kepada ko

nsumen dalam hal in importir
(buyer), di tempat tujuan seperti yang telah diperjanjikan, dengan selamat.

Untuk sampai ke tempat importir di tem

pat tujuan dengan selamat, maka pendistribusian
barang (produk) tersebut digunakan sarana

an

—_—

Roelyne Hutabarat, 7y, ansaksi Ekspor Impar, Bdisi ke-2, Jakarta: Erlangga, 1992, him. 2.
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(buyer) sebagai salah satu aktor utama lainny

qr & mempunyai kewaiib;
o punyai kewajiban utama

yar barang (produk) pesanannya sesuai jumlah/harg
et ‘ 1y, Pembayaran di dalam perdagangan ekspor impor inj dapat digunakan be
¢ ‘m‘:c-.;ral‘“‘“‘l’i untuk melindungi kepentingan pihak eksportir maupun im ((m' bt:rapa
ch-"ﬂqun ckspor impor lazim dipergunakan letter of crediy ( dikenal jI; ’:”- o
‘rd:‘::mmﬂ' credit atau kredit -bcrd()kumen) » yang dikeluarkan oleh bank, sibagai alat
perti dikehendaki dalam Uniform Customs and Practice for Ducementary

a yang telah diperjanjikan

sebagai
doc’t
[‘.mm)—amn s¢
Credit lUCPDC)

Dengan dipcrgunakannya kredit berdokumen dalam transaks; perdagangan ekspor
por ini, maka semua pihak (aktor) yang terlibat, hanya berurusan dengan dokumen-
dokumen Yang berkaitan dengan barang (produk), bukan dengan barangnya sendiri.

. IDENTIFIKASI MASALAH

Transaksi perdagangan ekspor impor secara langsung berpengaruh terhadap
pcnumbllhaﬂ ekonomi dari negara-negara yang terlibat didalamya, termasuk dalam hal ini
negara Kita Republik Indonesia, dimana transaksi perdagangan ekspor impor ini juga
merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting bagi perkembangan perekonomian.

Dalam transaksi perdagangan ekspor impor banyak aktor yang terlibat ikut menangani
dengan masing-masing pihak (aktor) mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri,
untuk terlaksananya transaksi perdagangan ekspor impor tersebut. ‘

Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, berbagai masalah akan timbul apabila
kewajiban-kewajiban yang semestinya harus dilaksanakan oleh para aktor tersebut tidak
dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak dengan baik. Hal ini akan membawa dampak
kerugian finansial pada eksportir ataupun importir, bahkan mungkin keduanya. Adapun
dampak kerugian finansial yang timbul ini seharusnya aktor yang terlibat harus bertanggung
jawab sesuai dengan kewajibannya yang harus dijalankan. Sekalipun demikian, apakah
demikian yang terjadi di dalam kenyataanya di dalam praktik?

Permasalahan dalam perdagang ekspor impor bukanlah merupakan persoalan yang
berdiri sendiri, tetapi sebagai ujung dari suatu kegiatan ekonomi yang menyangkut bidang
yang amat luas atau dapat dikatakan sebagai salah satu dari suatu mata rantai aktivitas
perekonomian pada umumnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang terdahulu, maka permasalahan pokok yang dapat

dirumuskan secara singkat adalah sebagai berikut :
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2+ seiauh manakah batas tanggung jawab dari masing-masing ak o, yang e,

L. Sampaisck i ini, bila timbul permasalaha .= ~Tlibyy
dalam perdagangan ekspor impor inl, bl P ! yang ter
ak * !

Jadi kapy
ats a aktor yang tidak melaksanakan kews;; g
adanya salah satu atau beberapa aktor yang jibanny, dengy,

baik ? '

2. Apakah kredit berdokumen yang dipergunakan di dalam perdagangap eks

. sudah merupakan instrumen yang paling aman untuk dipergunakan‘ teruta
aktor yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik ?

Mabila g,

I11. ANALISIS

Dalam menganalisis permasalahan-permasalahan pokok yang terjadj dj dalam
perdagangan ekspor impor ini, digunakan suatu analisis ekonomi dari hukum denga
untuk mengungkap pengertian tentang konsep-konsep ekonomj yang ke
diterjemahkan kembali ke dalam kacamata hukum. -

Prakrik
N tujuan
mudigp

Adapun pokok permasalahan yang akan di analisis di sinj sebenarnya adalah
menyangkut siapa yang bertanggung jawab bila terjadi wanprestasi, yang berakiba

timbulnya external cost.

Dalam perdagangan ekspor impor dengan syarat FOB dan CIF dengan menggunakan
kredit berdokumen (L/C) ini, ada beberapa macam wanprestasi yang dapat timbul, yaiu;

I Seluruh prestasi tidak dilaksanakan. Wanprestasi macam ini dapat terjadi karena: (a)
penjual tidak mengirim barang , atau (b) pembeli tidak membayar harga barang.

2. Prestasi dilaksanakan sebagian. Wanprestasi macam ini dapat terjadi karena : (a)
pengiriman barang dilakukan secara bertahap, (b) pembayaran dilakukan melalui kredit
Prestasi terlambat dilaksanakan. Wanprestasi macam ini dapt terjadi karena: (a)
terlambatnya pengiriman barang, (b) terlambatnya bartang sampai di tempat tujuan,
(c) keterlambatan barang yang berkaitan dengan komunikasi dan transportasi.
Barang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, Wanprestasi macam ini dapat terjadi
karena: (a) penjual memproduksi dan mengirim barang tidak sesuai dengan pesanan,

(b} penjual mengirim barang dalam keadaan cacat atau cacatnya barang terjadi pada
masa pengangkutan (transportation),

Karena adanya keadaan mem
ini d
kare

aksa (force majeur atau overmacht). Wanprestasi macar.ﬂ
apat terjadi karena: (a) macetnya pembayaran yang dilakukan pihak importif
Na, misalnya, terjadij devaluasi nilai mata uang,

Darj bermacam-macam wanprestasi y

bah ang dapat timbul tadi dapatlah dikelompokkka®
*wa pelaku penyebab day wanprestasi

tersebut adalah sebagai berikut :
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1 pivok di luar perjanjian jual beli, yaitu pengangkut dan bank,
» it

TANGGUNG JAWAB Huk UM DALA

M PELAK
PERDAGANGAN £reas SANAAN

N EKSPOR iMpoR

ik Jalam perjanjian jual beli, yaitu penjual (eksportir) dan pembel; (importir)
1 .

-

bcr‘lﬂﬂgg
tcnmn

gehubungat dengan hal tersebut, timbul masalah untyk menentukan siapa yang
ang jawab azs terjadinya wanprestasi tersebut. Datam doktrin hukum dikena] ajaran
¢ tiga macait 228 tanggung jawab, yaitu :

Presumption of liability,’ yaitu tanggung jawab berdasar asas praduga. Dalam ajaran
(0 si penggugat berkewajiban untuk membuktikan kesalahan darj tergugat, yang
membawa dampak kerugian baginya (external cost).

) Non_presumption of liability (liability based on fault), yaitu tanggung jawab berdasar

atas kesalahan, dan kerugian sebapai akibat kesalahan dari tergugat it dapat timbul
baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya.

3 Strict liability, yaitu tanggung jawab yang sudah jelas karena terlihat di dalam hak dan

kewajiban masing-masing pihak, seperti tertuang dalam kontrak yang mereka buat,
sehingga tanggung jawab dalam ajaran ini sering pqla disebut dengan contractual
liability.?

- Sejalan dengan persoalan tanggung jaWab atas terjadinya wanprestasi dalam praktik
perdagangan ekspor impor yang pada umumnya menggunakan syarat FOB dan CIF (seperti
Jitentukan dalam incoterm) dengan menggunakan kredit berdokumen, maka pelaksanaan
dari tanggung jawab tersebut menggunakan cara seperti ganti kerugian, kompensasi, asuransi
atau pertanggungan, penjadwalan kembali kontrak, dan kombinasi dari cara-cara di atas.

Adapun analisis ekonomi dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut adalah sebagai
benkut : '

1. Terjadinya hubungan hukum antara eksportir dengan importir karena adanya petjanjian
jual beli (sales contract) antara mereka, yang berlaku sebagai undang-undang. Menu ru%
Goetz dan Scott, suatu kontrak diadakan untuk meningkatkan manfaat (utility) bagt
kedua belah pihak. Berdasar terori dari Geotz dan Scott itu juga, pe.r‘janjian jual B.t‘:li
dalam perdagangan ekspor impor ini dapat digolongkan sebagai perjanjian yang berfr.ltat
bilateral atau multilatera) karena adanya ketergantungan dari masing-masing P‘haF
terhadap pelaksanaan perstasi dari pihak lawannya (reciprocal). Timbulnya benefit

* E.Suhcrman, Masaiah Tanggung Jawab pada Charter pada Pesawat Udara dan Beberapa Masalah

; - : i, 1979, him. 21

Loin dalam Bideng Perdaogangan, Bandung: Alum, | . vortne o ioeali Pers 18

Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukiom Internasional, Jakarue: Rajawali Pers, 1991, hlm,
180187,
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ataw cost bag! masing-m
(1111 AP "

3 ! ih i “il]i § g' t rg' nt I ‘uekal' rl[l
Y ) an

prestasi pih o .
o angelompokan aktor penyebab wanplehta?l Sep (T‘rt_' telah diurajiy,
Dalam. pc bih“lk cksportr melakukan wanprestasi, hal ini akan dapat me
?akﬂ:i':;";mal cost) bagi importir. Kerugiatj yfl'llg (-1itcrima importir jp; dapay
cr-nz,{‘k ena wanprestasinya akior di luar perjanjian jual beli (sales COntragy) tJugf'i
te;iad;:rlfai‘ dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, yaitu ?ih.ak pengangkyt, Seba’ elap;
J?:kagpihak importir melakukan wanprestasi, maka hal ini akan dapat menim

tel'dahu!u
n]mbu]kan

b“"(an
kerugian bagi cksportir.

Menurut Coasan Theory, external cost ini harus diinternalkan untyk Memperkeg
external cost (berupa kerugian material atau imaterial) dengan melalui pember; AN sankg
berupa ganti kerugian atau kompensasi.

Terjadinya cost tersebut bila ada inefisiensi di dalam pelaksanaan dar; perjanjian Yang
telah dibuat bersama, berarti di sini terjadi in-balance. Oleh karena ity pihak yang
dirugikan dapat mengajukan complain. Menurut Paul Rubin, perjanjian perly ditinjay
kembali supaya terjadi keseimbangan (balance). Hasil peninjauan kembali tad; adalah
penjadwalan kembali kontrak, yang terjadi berdasarkan kesepakatan. Pendajwalan

kembali kontrak ini juga merupakan cara untuk memperkecil external cost yang tetjadi
karena overmacht atau force majeur.

Untuk memperkecil external cost ini dapat juga melalui pelimpahan risiko (transfer of
risk) dengan melakukan pejanjian asuransi. Dalam perdagangan ekspor impor dengan
syarat FOB, premi (cost) asuransi dari barang yang dikirim, ditanggung oleh importir,
dan dalam perdagangan ekspor impor dengan syarat CIF, premi asuransi atas barang
yang dikirim ditanggung oleh eksportir. Hal ini sesuai den gan ketentuan yang
dipersyaratkan dalam incoterm. Perjanjian asuransi pengangkutan, umumnya tertuang
dalam sautu kontrak baku (standard contract) yang mencantumkan hak dan kewajioan
para pihak secara jelas. Setiap pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang sudah
diperjanjikan tersebut diancam dengan sanksi, dan pihak yang melaukan wanprestasi
merupalfan pihak yang bertanggung jawab. sehin gga tanggung jawab dalam kontrak
asuransi pengangkutan merupakan strict liability (objective liability) karena tanggung
Jawab tersebut timby] dari kontrak yang ada, Jadi, bila timbul kerugiar, pihak yan3

“'Slkﬂff}’fi lebih kecil bertanggung jawab terhadap pihak lain. Menurut Bob Cooteh
pihak inj disebyt cheapest cost calculator, '

Selai " i
 yang telah disebutkan terdahulu, untuk memeperkecil extenal cost dapat Jugd



TANGGUNG Ja WAB HuKum

DALAM PELAK,
S
PEHDAGANGAN EKSPOH?A’:%R

Jongan card melaukan kombinast da card-cara terdahuy, Seky;
N 1P A 11 " d tki;
melakukan kombinasi cara ini, dapat lerjadi cost L1pun demikian, dengan

. : semakin .
(esudi dengan prinsip yang diantu da bertambah tingg) karena

]gel ‘]I[]I‘] W .] | . . g g ]' :

falam pmkﬁL: perdagangan, akan mengakibatkan ke, gian dalam njlaj j
idak sedikit jumiahnya selain keriguan yan g bersifat imaterial el yang

Dalam hal terjadi wanprestasi karena kredit berdokumen mace
kolusi (persengkongkolan) antara pegawai bank dengan na
dampaknya akan merugikan bagi pihak eksportir, Misalnya,
irrevocable (tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu ber]

t sebagai akibat adanya
sabah (importir), maka
semula dibuka L/C yang

. akunya), tetapi kemudi
diganti menjadi revocable L/C (sewaktu-wakty dapat dibatalkan oleh iiponir ai::

oleh openting [issuing] bank}, Menurut ketentuan dari UCPDC, tujuan dari dipakainya
L/C sebagai instrumen pembayaran dalam perdagangan ekspor impor antara lain adalah
memberikan perlindungan (eksportir) bagi kepentingan eksportir maupun importir,
dan memberikan kepastian adanya mekanisme pembiayaan dalam transaks;
perdagangan ekspor impor. Dengan demikian, bila terjadi suatu L/C dapat dibatalkan
sewaktu-waktu, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dari instrumen tersebut.

8. Guna mencegah adanya kolusi antara pegawai bank dengan nasabah (importir), juga
untuk mencegah adanya ketidakpastian, maka diperlukan penegakan hukum (law
enforcement), seperti dikemukan dalam teori tax compliance game. Penegakan hukum -
ini bisa dilakukan oleh badan/lembaga/departemen yang berwenang melakukan
pengawasan, seperti oleh Depatemen Keuangan, Bank Sentral, Departemen
Perdagangan, Bepeka, dan BPKP, Kejaksaan Agung, dan lembaga peradilan. Selain
itu, penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan cara mengefisienkan perjanjian
yang dibuat, dengan membuat standar hukum yang jelas, seperti dikemukan oleh
George Priest dan Benyamin Klein. Juga menurut pendapat Steven Shavell, dengan
mencantumkan sanksi-sanksi yang bukan berupa uang (non-monetary sanction) ke
dalam perjanjian yang mreka buat, untuk suatu ancaman (deterent).

IV. PENUTUP

Sebagai penutup dari tulisan ini, dapatlah dibuat suatu ringkasan dan kesimpulan
sebagai berikut:

[.  Dalam perdagangan ekspor impor terdapat beberapa perjanjian, antata lain perjanjian
jual beli, kredit, pengangkutan, dan asuransi. Masing-masing aktor bertanggung jawab
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pisi pejanjian yang telah mereka buat dan perjanjian tersebut berlak
U sebag.:
Bai

undang bagi mereka.

h aktor dalam perdagangan ekspor impor den

gunakan kredit berdokumen ini merupakan exft%an SYara
tasi tersebut, nalities

terhada
undang-
2. Terjadinya wanprestasi ole

FOB dan CIF dengan meng
dari pihak yang seharusnya menerima pres

3. Untuk memperkecil external cost (kerugian material dan imaterial) adé bebe
antara lain dengan internali sasi dari external cost, penjadwalan kembali ( Tapacary
asy),

transfer of risk melalui lembaga asuransi dan
penegakan hukum (law enf:
O?I'Emgml

4, Karena masing-masing aktor yang terlibat dalam perdagangan ekspor i
bertanggung jawab terhadap isi perjanjian yang telah mereka buat HE:OI: Impor jnj
wanprestasinya atas pelaksanaan isi perjanji , maka terhady
Janjian, tanggung jawab p
g

bersangkutan bersifat sr_ricz laibility (objective liability)

T i ; .
lj(l;lepas ;ilarr wanprestasinya pihak yang terkait dalam keluarnya kredit berd
m ; ,
asih merupakan insturmen yang paling aman untuk dipergunakan srbOkumen’
ebagai alat

pembayaran dalam perdagangan ekspor impor.
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